
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BENGKALIS

“STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGESAHAN ANAK”

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019  tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;   

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang 

digunakan dalam Administrasi Kependudukan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BENGKALIS 

“Prosedur Penerbitan Akta Pengesahan Anak Bagi Penduduk WNI di Negara Kesatuan Republik Indonesia”



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BENGKALIS 

“Prosedur Penerbitan Akta Pengesahan Anak Bagi Penduduk Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BENGKALIS 

“Prosedur Penerbitan Akta Pengesahan Anak Penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan Sebelum Orang Tuanya 

Melaksanakan Perkawinan yang Sah Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa”


